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Abstract 

 
Tourism is a sector that drives economic growth, creates jobs, and strengthens a region's image. 
In destinations like Banyuwangi Regency, policy focus has shifted from increasing visitor 
numbers to strengthening governance to ensure economic benefits do not come at the expense 
of environmental, cultural, and social quality. This study aims to analyze Banyuwangi's 
tourism development dynamics through the Driver–Pressure–State–Impact–Response 
(DPSIR) framework to examine causal relationships and inform the RIPJPID, given the limited 
research integrating DPSIR to link research findings with sustainable tourism policy 
formulation. This study used a qualitative approach with document analysis of secondary data 
from local government documents and Statistics Indonesia (BPS) data. Findings indicate that 
drivers, including promotional events, investment, accommodation, and shifting tourist 
preferences, trigger pressures such as overcrowding, traffic congestion, waste, energy 
consumption, ecosystem strain, and burdens on public facilities. In the state dimension, gaps 
were identified in the research and innovation ecosystem, in man-made and cultural tourism. 
Impacts are twofold: economic benefits alongside risks such as inequality, spatial conflicts, 
environmental degradation, declining visitor experience, and safety hazards. Recommended 
responses include carrying-capacity management, zoning, strengthened waste-management 
governance, transportation integration, CBT, and indicator-based monitoring to ensure 
research supports measurable and sustainable policies.  
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Abstrak 
 

Pariwisata merupakan sektor strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi, 
lapangan kerja, dan citra daerah. Pada destinasi yang telah matang seperti 
Banyuwangi, isu kebijakan bergeser dari peningkatan kunjungan menuju penguatan 
tata kelola agar manfaat ekonomi tidak mengorbankan kualitas lingkungan, budaya, 
dan kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika pengembangan 
pariwisata Banyuwangi menggunakan kerangka Driver–Pressure–State–Impact–
Response (DPSIR) sebagai dasar pembacaan kausalitas serta penajaman kebutuhan 
kebijakan dalam RIPJPID, mengingat masih terbatasnya penelitian yang 
mengintegrasikan kerangka DPSIR untuk menghubungkan hasil riset dengan 
kebutuhan perumusan kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Penelitian 
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen terhadap data 
sekunder dari dokumen resmi pemerintah daerah dan statistik Badan Pusat Statistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa drivers berupa promosi dan event, investasi, 
akomodasi, serta perubahan preferensi wisatawan memicu pressures berupa 
overcrowding, kemacetan, sampah, konsumsi energi, tekanan ekosistem, dan beban 
fasilitas publik. Pada dimensi state, ditemukan kesenjangan ekosistem riset dan 
inovasi, terutama pada pariwisata buatan dan budaya. Impacts bersifat ganda berupa 
manfaat ekonomi yang beriringan dengan risiko ketimpangan, konflik ruang, 
degradasi lingkungan, penurunan pengalaman, dan risiko keselamatan. Rekomendasi 
responses meliputi pengaturan daya dukung, zonasi, penguatan tata kelola 
persampahan, integrasi transportasi, CBT, serta pemantauan  berbasis indikator agar 
penelitian menjadi dasar kebijakan yang terukur dan berkelanjutan. 
 
Kata Kunci: DPSIR, RIPJPID, pariwisata, riset inovasi, Banyuwangi.  
 
 

1. PENDAHULUAN 

Pariwisata semakin diakui sebagai sektor strategis yang dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, 
serta memperkuat citra daerah (Nurizwan & Dewi, 2018). Pariwisata yang dikelola dengan 
baik dan didukung dengan kebijakan strategis pemerintah akan mendorong berkembangnya 
pariwisata yang berkelanjutan. Di daerah yang sudah memiliki pariwisata yang maju, isu 
kebijakannya akan bergeser dari sekadar meningkatkan kunjungan wisatawan menjadi isu 
pengelolaan keberhasilan agar memberikan dampak ekonomi tanpa mengorbankan kualitas 
lingkungan, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat (Soekarya, 2011). 

Sinergi yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata tersebut berperan penting 
dalam menjaga keberlanjutan pariwisata yang sudah maju. Kebijakan yang dibuat ke depan 
perlu memberikan kejelasan peran dan manfaat dari setiap aktor yang ada dengan 
pendekatan pentahelix (Girindra, 2020). Konsep pentahelix dalam pengembangan pariwisata 
juga perlu ditinjau ulang agar aktivitas yang dilakukan tidak bersifat repetitif, tetapi lebih 
inovatif (Vani et al., 2020). Konsep tersebut diterapkan melalui pelibatan pemerintah dan 
media massa dalam mempublikasikan pemberitaan yang bersifat mutualistik untuk menarik 
minat wisatawan lokal dan mancanegara (Hentika & Agustina, 2024). 

Pemanfaatan hasil penelitian oleh aktor akademik perlu dioptimalkan untuk 
mendukung pengembangan dan pembangunan pariwisata. Driver-Pressure-State-Impact-
Response (DPSIR) framework berusaha menjabarkan faktor pendorong tertentu melalui 
pendekatan korelasional yang menekankan hubungan sebab-akibat (Quevedo et al., 2023). 
DPSIR ini akan cukup memberikan gambaran tentang implementasi di lapangan serta pihak 
yang berwenang untuk melaksanakan hasil penelitian tersebut. 
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Akademisi juga memiliki peran yang signifikan dalam proses pengembangan wisata. 
Ranah akademis yang menekankan pengembangan konsep baru dan pemanfaatannya di 
masyarakat dapat mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan wisata. Penerapan 
peran tersebut di Indonesia perlu diperkuat dan dikoordinasikan oleh pemerintah dalam 
kerangka riset daerah (Resen, 2015). Pada ranah pemerintah daerah sebagai pelaksana di 
lapangan, adanya Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang 
Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah telah memberikan panduan dalam pemanfaatan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) (Parastowo, 2025). 

Peran setiap aktor yang dapat dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang 
lebih besar (Wiraguna, 2024). Adanya Rencana Induk dan Peta Jalan Pemanfaatan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) dapat digunakan sebagai acuan dalam 
pembangunan daerah dengan disinergikan dengan dokumen perencanaan yang lain. Muatan 
lokal yang mendorong inovasi dan kolaborasi merupakan salah satu hal yang harus ada dan 
dimanfaatkan (Azizah et al., 2022; Muzaqi et al., 2024). RIPJPID dibutuhkan untuk memastikan 
program pembangunan daerah didukung oleh evidence-based policy melalui riset yang terarah 
dan inovasi yang dapat diimplementasikan. Manfaat yang dapat diambil dengan adanya 
RIPJPID, di antaranya untuk memetakan dan mengembangkan: (a) potensi unggulan dan isu 
strategis daerah, (b) kondisi ekosistem riset dan inovasi, (c) gap data dan kebutuhan bukti 
kebijakan, serta (d) roadmap riset-inovasi yang sinkron dengan dokumen perencanaan daerah 
(RPJMD/RPD, RKPD, Renstra Organisasi Perangkat Daerah). 

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang berhasil dalam 
membangun sektor pariwisata dan telah berada pada level lanjut dalam pengembangannya. 
Peningkatan level tersebut dicapai melalui proses yang cukup lama dan usaha yang besar. 
Setelah masa pandemi, sektor pariwisata terus berusaha untuk bangkit lagi dan dapat 
berkembang ke arah yang lebih baik seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2024 

Tahun Rata-rata Kunjungan Wisatawan 

2019 4.315.996 

2020 4.530.937 

2021 4.084.301 

2022 3.693.420 

2023 3.296.365 

2024 3.405.145 
Sumber: Kabupaten Banyuwangi, n.d.-b 

 
Sejalan dengan data pada Tabel 1, kontribusi sektor pariwisata telah berhasil 

mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain dampak ekonominya 
terhadap masyarakat. Kontribusi terhadap PAD sekitar 30-40 miliar rupiah per tahun, seperti 
yang tertera pada Gambar 1. Kontribusi tersebut dapat digunakan secara langsung oleh 
pemerintah daerah sesuai dengan arah pembangunan daerah yang berfokus pada sektor 
pariwisata. 
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Gambar 1. Kontribusi Sektor Pariwisata pada PAD Kabupaten Banyuwangi 

Sumber: Kabupaten Banyuwangi, n.d.-a 

 
Kabupaten Banyuwangi dikenal konsisten membangun pariwisata melalui penguatan 

atraksi, event, promosi, dan kolaborasi lintas aktor, yaitu antara pemerintah, komunitas, dan 
pelaku usaha. Keberadaan event berskala besar dan portofolio destinasi alam dan budaya 
menjadikan Banyuwangi sebagai contoh daerah yang memasuki fase pariwisata matang 
(mature destination), yaitu ketika permintaan wisata stabil atau tinggi dan tata kelola destinasi 
menjadi isu utama. Pada destinasi maju, aset strategis (alam, budaya, geoheritage) menjadi 
“nilai jual utama” sekaligus sumber kerentanan apabila tidak dikelola berbasis daya dukung 
(Liang et al., 2023).  

Masalah yang muncul ke depan adalah daya dukung (carrying capacity) dan kepadatan 
pengunjung di titik-titik destinasi yang populer memberikan tekanan terhadap ekologi, 
menimbulkan kemacetan dan antrean, serta menurunkan kualitas pengalaman wisatawan 
(Kastenholz et al., 2018). Tata kelola arus kunjungan (visitor governance) juga perlu 
diperhatikan melalui penguatan pemahaman terkait manajemen kerumunan, integrasi 
transportasi, dan penataan akses. Hal yang penting lainnya adalah terkait keselamatan wisata 
dan manajemen risiko (Lidiawaty et al., 2024). 

Meskipun berbagai program pengembangan pariwisata telah berhasil meningkatkan 
jumlah kunjungan wisatawan melalui penyelenggaraan event, promosi destinasi, dan 
penguatan pemasaran, sebagian besar intervensi masih berorientasi pada pencapaian output 
kegiatan (activity-based approach) dibandingkan dengan pengelolaan destinasi secara 
menyeluruh. Evaluasi program umumnya masih terbatas pada indikator keberhasilan jangka 
pendek, seperti jumlah kunjungan wisatawan, tanpa didukung bukti empiris yang mampu 
menjelaskan hubungan sebab-akibat antara faktor pendorong (drivers), tekanan (pressures), 
kondisi aktual destinasi (state), dampak (impacts), dan respons kebijakan (responses). 
Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa penelitian pariwisata masih belum banyak 
mengadopsi kerangka DPSIR sebagai kerangka analisis yang mengintegrasikan dimensi 
lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola dalam satu sistem yang utuh. DPSIR 
memungkinkan identifikasi hubungan kausal antara pertumbuhan sektor pariwisata dan 
munculnya berbagai tekanan terhadap destinasi, perubahan kondisi kawasan, serta 
konsekuensi yang ditimbulkan bagi masyarakat, lingkungan, dan daya saing daerah. Dalam 
konteks Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah dengan tingkat perkembangan pariwisata 
yang relatif maju, kesenjangan tersebut menjadi semakin penting untuk diatasi. RIPJPID tidak 
lagi cukup berorientasi pada peningkatan aktivitas pengembangan pariwisata, tetapi perlu 
mengarahkan riset dan inovasi pada penguatan tata kelola destinasi yang berkelanjutan 
berbasis kerangka DPSIR. Dengan demikian, riset tidak hanya berfungsi sebagai instrumen 
evaluasi, melainkan juga sebagai penyedia evidence yang menjelaskan keterkaitan antara 
drivers, pressures, state, impacts, dan responses sehingga dapat digunakan untuk menetapkan 
daya dukung destinasi, mengevaluasi dampak terhadap length of stay, tourist spending, 
kepuasan wisatawan, kualitas lingkungan, dan risiko sosial-ekologis, sekaligus menjadi dasar 
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penyusunan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan. Posisi inilah yang masih belum 
banyak dikaji dalam penelitian terdahulu, sehingga menjadi celah penelitian yang relevan 
untuk diisi melalui studi ini, yaitu pengembangan RIPJPID berbasis DPSIR. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pengembangan pariwisata berbasis penerapan penelitian di Kabupaten Banyuwangi dengan 
menggunakan pendekatan DPSIR. Permasalahan penelitian berfokus pada belum optimalnya 
pemanfaatan hasil penelitian dalam mendukung pengembangan pariwisata serta belum 
terintegrasinya faktor pendorong, tekanan, kondisi, dampak, dan respons kebijakan ke dalam 
perumusan kebijakan pariwisata daerah. Pendekatan tersebut akan memetakan kebijakan 
dari setiap perangkat daerah. Hasil analisis selanjutnya diarahkan untuk merumuskan 
rekomendasi riset dan inovasi yang dapat diintegrasikan ke dalam RIPJPID sebagai dasar 
penguatan kebijakan pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang adaptif, berkelanjutan, dan 
berbasis bukti. 

 

 
2. TINJAUAN TEORETIS DAN PENELITIAN SEBELUMNYA 

 
2.1 Governance  

Perubahan lingkungan strategis, globalisasi, kemajuan teknologi, serta peningkatan 
kompleksitas persoalan publik telah mendorong pergeseran paradigma dari government 
menuju governance. Paradigma government yang menempatkan pemerintah sebagai aktor 
tunggal dalam penyelenggaraan urusan publik dinilai semakin sulit untuk menjawab 
tantangan pembangunan yang multidimensional dan melibatkan banyak kepentingan. 
Berbagai persoalan seperti kemiskinan, pembangunan desa, perubahan iklim, ketahanan 
pangan, transformasi digital, dan ketimpangan sosial tidak lagi dapat diselesaikan melalui 
pendekatan birokrasi yang bersifat hierarkis dan top-down (Alketbi & Gardiner, 2014; Breuer 
et al., 2014). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah memiliki 
keterbatasan dalam hal sumber daya, informasi, kewenangan, maupun kemampuan untuk 
menjangkau seluruh aktor yang terlibat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, muncul 
kebutuhan akan pendekatan tata kelola yang lebih terbuka, adaptif, dan mampu 
mengintegrasikan kontribusi berbagai pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah 
publik (Freeman & McVea, 2001). 

Paradigma governance memandang bahwa penyelenggaraan urusan publik tidak lagi 
menjadi tanggung jawab eksklusif pemerintah, melainkan merupakan hasil interaksi antara 
pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, komunitas lokal, akademisi, dan berbagai aktor 
lainnya yang saling bergantung (Grote, 2024; Woodly, 2008). Dalam perspektif ini, pemerintah 
tetap memiliki peran penting sebagai pemegang otoritas publik, tetapi fungsinya bergeser 
dari pelaksana utama (provider) menjadi fasilitator, koordinator, mediator, sekaligus pengarah 
(steering) dalam proses kolaborasi. Pergeseran tersebut juga ditandai oleh perubahan pola 
hubungan antaraktor dari struktur yang bersifat hierarkis menuju jaringan (network) yang 
mengedepankan koordinasi, negosiasi, kemitraan, dan pembagian sumber daya. Rhodes 
(1996) menjelaskan bahwa governance merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan 
yang berlangsung melalui jejaring organisasi yang saling bergantung (interorganizational 
networks), sedangkan Stoker (1998) menegaskan bahwa governance dicirikan oleh keterlibatan 
berbagai institusi dan aktor yang melampaui batas-batas formal pemerintahan dalam proses 
pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. 
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2.2 Pengembangan Pariwisata berbasis Riset 

Riset pariwisata merupakan bidang kajian multidisipliner yang mempelajari 
pergerakan wisatawan, pengalaman perjalanan, serta dampak dan tata kelola destinasi dalam 
konteks ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Pariwisata umumnya dipahami bukan 
sekadar aktivitas rekreasi, melainkan sebuah sistem yang melibatkan banyak aktor, mulai 
dari pemerintah, pelaku usaha, komunitas lokal, dan wisatawan yang berinteraksi melalui 
produk, layanan, dan ruang destinasi (McKercher & Tkaczynski, 2024). Bidang kajian 
penelitian pariwisata berkembang dari studi deskriptif tentang kunjungan dan atraksi 
menjadi analisis yang lebih mendalam mengenai perilaku, nilai (value), relasi kekuasaan, serta 
keberlanjutan destinasi. 

Kajian literatur pariwisata dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti riset 
permintaan dan perilaku wisatawan yang mencakup motivasi, persepsi risiko, kepuasan, 
loyalitas, dan pengambilan keputusan (Goktepe et al., 2024). Kategori pertama adalah riset 
destinasi dan tata kelola yang terdiri dari destination management, kolaborasi multiaktor, 
kebijakan, regulasi, dan kapasitas institusi. Selanjutnya adalah kategori riset dampak 
pariwisata yang mencakup dampak ekonomi (multiplier effect, tenaga kerja, UMKM), sosial-
budaya (komodifikasi budaya, perubahan komunitas), serta lingkungan (tekanan daya 
dukung, emisi, degradasi). Selanjutnya, terdapat kategori riset daya saing dan inovasi yang 
mencakup pengembangan produk, place branding, event tourism, dan ekonomi kreatif yang 
menekankan bagaimana destinasi membangun diferensiasi dan nilai tambah. 

Meskipun penelitian pariwisata telah berkembang dengan memanfaatkan beragam 
pendekatan metodologis, baik kuantitatif melalui survei, pemodelan kepuasan dan loyalitas, 
analisis permintaan, maupun kualitatif melalui studi kasus, etnografi, wawancara mendalam, 
analisis wacana, serta desain campuran, sebagian besar penelitian masih berfokus pada 
menghasilkan temuan akademik atau menjelaskan fenomena pariwisata. Penelitian tersebut 
belum banyak diarahkan pada bagaimana hasil penelitian dapat diterjemahkan menjadi dasar 
penyusunan kebijakan, strategi pengembangan destinasi, maupun pengambilan keputusan 
oleh para pemangku kepentingan. Padahal, literatur mutakhir telah mendorong penggunaan 
perspektif sistem dan sosial-ekologis melalui pengukuran keberlanjutan, analisis jaringan 
kolaborasi, serta penilaian daya dukung destinasi sebagai landasan pengembangan 
pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan (Supriyanto & Fitria, 2022). Dengan demikian, 
masih terdapat kesenjangan antara produksi pengetahuan dalam penelitian pariwisata dan 
pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar dalam upaya mewujudkan evidence-based policy 
serta dalam perencanaan pengembangan destinasi wisata. 

Sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat pemanfaatan hasil riset tersebut, arah 
perkembangan riset pariwisata semakin menekankan isu-isu strategis seperti pariwisata 
berkelanjutan, ketahanan destinasi terhadap krisis, bencana, pandemi, volatilitas ekonomi, 
digitalisasi melalui media sosial, review online, smart tourism, serta inklusivitas benefit sharing, 
kerja layak, dan partisipasi komunitas (Suprojo & Siswanto, 2017). Dampaknya, pariwisata 
menjadi ranah kajian yang sering ditinjau dari berbagai aspek, dengan mengaitkan temuan 
empiris dengan implikasi kebijakan, desain intervensi untuk meningkatkan kualitas 
pengalaman wisata, memperkuat tata kelola kolaboratif, mengurangi kebocoran ekonomi, 
serta menjaga daya dukung lingkungan.  

Dalam perspektif governance, pengembangan pariwisata tidak lagi dipahami semata-
mata sebagai tanggung jawab pemerintah, melainkan sebagai proses pengelolaan destinasi 
yang melibatkan interaksi dan sinergi berbagai aktor untuk mencapai keberlanjutan ekonomi, 
sosial, budaya, dan lingkungan. Perspektif tersebut kemudian menempatkan pengembangan 
pariwisata berbasis riset sebagai pendekatan yang menekankan pentingnya bukti empiris 
dalam memahami permasalahan destinasi, merumuskan respons kebijakan, serta 
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mengarahkan kolaborasi antaraktor secara lebih tepat. Dalam konteks tersebut, DPSIR 
(Driver–Pressure–State–Impact–Response) digunakan sebagai alat analisis untuk memetakan 
secara sistematis faktor pendorong, tekanan, perubahan kondisi, dampak, dan respons dalam 
perkembangan destinasi, sehingga dapat mengidentifikasi kebutuhan riset sekaligus 
menyediakan bukti empiris bagi perumusan respons kebijakan pariwisata yang adaptif dan 
berkelanjutan.  

 
 

2.3 DPSIR Framework 

Kerangka DPSIR (Driver–Pressure–State–Impact–Response) adalah model konseptual 
untuk menjelaskan hubungan sebab–akibat antara aktivitas manusia, perubahan kondisi 
lingkungan/sistem, konsekuensi yang ditimbulkan, serta respons kebijakan yang dapat 
diambil. DPSIR digunakan untuk membantu peneliti dan pembuat kebijakan menyusun 
masalah secara runtut, dari akar penyebab hingga alternatif intervensi (Pradana et al., 2023). 
Dalam kajian pustaka, DPSIR berfungsi untuk memudahkan penelusuran teori, temuan 
empiris, dan indikator, sehingga analisis terhubung dengan tujuan perbaikan tata kelola. 

Komponen DPSIR terdiri dari lima unsur yang saling berkesinambungan (Afedor et 
al., 2024). Drivers adalah faktor penggerak struktural (misalnya pertumbuhan penduduk, 
urbanisasi, perubahan ekonomi, pola konsumsi, atau kebijakan pembangunan) yang memicu 
perubahan (Gari et al., 2018). Pressures adalah tekanan langsung akibat drivers, seperti emisi, 
limbah, ekstraksi sumber daya, alih fungsi lahan, atau peningkatan beban layanan publik 
(Gnanapragasam et al., 2026). State menggambarkan kondisi aktual sistem yang terdampak, 
misalnya kualitas air dan udara, tutupan lahan, ketersediaan air, atau kondisi sosial-ekonomi 
yang relevan (Liu et al., 2022). Impact adalah dampak lanjutan terhadap kesejahteraan, 
kesehatan, ekonomi, dan fungsi ekosistem (misalnya kenaikan risiko penyakit, kerugian 
ekonomi, penurunan produktivitas, atau meningkatnya kerentanan bencana) (Sampath et al., 
2022). Terakhir, Responses adalah tindakan intervensi (regulasi, insentif, penegakan, inovasi 
layanan, edukasi publik, dan penguatan kelembagaan) yang diarahkan untuk memutus 
rantai masalah pada satu atau beberapa komponen (Quevedo et al., 2023). 

DPSIR dimanfaatkan untuk membingkai perumusan masalah dan pertanyaan riset 
secara kausal, sehingga variabel dan indikator dapat diturunkan dengan jelas untuk setiap 
komponen. DPSIR juga dapat membantu mengintegrasikan data lintas sektor—lingkungan, 
ekonomi, sosial, dan tata kelola—agar analisis tidak parsial (Wider et al., 2023). Kerangka 
tersebut efektif untuk menyusun peta pemangku kepentingan, yaitu memetakan siapa yang 
berkontribusi pada drivers/pressures, siapa yang paling terdampak oleh impacts, serta siapa 
yang berwenang merancang responses. DPSIR memudahkan peneliti menyusun alur 
rekomendasi yang operasional berupa intervensi jangka pendek (mitigasi impact), menengah 
(memulihkan state), dan jangka panjang (mengubah penyebab). 

Penerapan DPSIR dalam konteks kinerja pemerintah akan membantu memperkuat 
tiga aktivitas, yaitu perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berbasis bukti. DPSIR dapat 
mendukung perancangan program yang lebih tepat sasaran dan dapat digunakan untuk 
memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah karena setiap komponen menuntut peran 
berbeda, sehingga kinerja menjadi lebih terintegrasi (Norris, 2007). Pada akhirnya, DPSIR 
dapat meningkatkan akuntabilitas publik, efisiensi belanja, dan efektivitas layanan karena 
kebijakan disusun berdasarkan rantai kausal yang jelas dan dapat diuji melalui pemantauan 
serta evaluasi secara berkala. 
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3. METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan 
analisis dokumen atau studi kepustakaan. Fokus penelitian mengacu pada kerangka berpikir 
Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR). Penelitian ini menggunakan data sekunder 
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang diakses melalui situs web 
Satu Data Kabupaten Banyuwangi, RPJMD Kabupaten Banyuwangi periode 2025–2029, serta 
dokumen perencanaan strategis (Renstra) dari setiap perangkat daerah yang ada di 
Kabupaten Banyuwangi, berupa Renstra (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas 
Lingkungan Hidup; Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; dan Dinas 
Perhubungan). Selain itu, penelitian juga menggunakan data statistik yang disediakan oleh 
BPS Kabupaten Banyuwangi. Dokumen-dokumen tersebut dipilih karena memuat informasi 
yang relevan dengan dinamika pengembangan pariwisata dan komponen DPSIR. 

Analisis data dilakukan secara sistematis sesuai dengan pendekatan Creswell & 
Creswell (2018) dengan tahapan: mengelola data yang diperoleh dari RIPJPID, RPJMD 2025-
2029, Renstra Disbudpar 2025-2029, Renstra DLH 2025-2029, Renstra Bappeda 2025-2029, 
Renstra BPBD 2025-2029, LKjIP Bappeda, dan LKjIP Disbudpar; mengorganisasi data mentah 
yang relevan sesuai dengan tema penelitian; membaca dan memahami data dengan 
mengategorisasikan data tersebut sesuai dengan fokus DPSIR; mengembangkan deskripsi 
dan tema berdasarkan DPSIR sesuai dengan konteks penelitian; menyajikan data dalam 
laporan; dan menginterpretasikan data berdasarkan temuan dan konteks penelitian. 

 
  
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Driver 

Driver adalah faktor penggerak struktural, misalnya pertumbuhan penduduk, 
urbanisasi, perubahan ekonomi, pola konsumsi, atau kebijakan pembangunan yang memicu 
terjadinya perubahan (Pradana et al., 2023). Dalam konteks pariwisata, driver ini penting 
dijadikan sebagai pengantar kajian karena menjelaskan bahwa perkembangan pariwisata 
tidak muncul secara alami, melainkan merupakan konsekuensi dari dinamika makro yang 
membentuk permintaan, penawaran, dan pola mobilitas. Peningkatan jumlah penduduk dan 
urbanisasi cenderung meningkatkan kebutuhan rekreasi dan memperluas pasar wisata, 
sementara perubahan ekonomi dan pola konsumsi mendorong diversifikasi preferensi 
wisatawan. 

Kebijakan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, penetapan kawasan 
strategis, atau insentif investasi dapat mempercepat pertumbuhan destinasi, namun juga 
berpotensi memunculkan tekanan baru pada ruang, lingkungan, serta struktur sosial-
ekonomi lokal (Hariyoko, Soesiantoro, et al., 2021). Driver sebagai titik awal analisis 
membantu agar kajian pariwisata tidak hanya membahas atraksi dan kunjungan, tetapi juga 
menelusuri proses perubahan, potensi masalah yang menyertainya, serta kebutuhan tata 
kelola destinasi yang berkelanjutan. 

Dalam konteks Kabupaten Banyuwangi, salah satu faktor penggerak yang dapat 
diamati adalah kebijakan dan investasi pemerintah daerah dalam mendorong promosi 
pariwisata. Komitmen tersebut antara lain tercermin dari alokasi anggaran promosi yang 
digunakan untuk memperluas pemasaran destinasi, baik di dalam maupun di luar negeri. 
Anggaran promosi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata mengalami kenaikan setiap tahun. Anggaran tersebut digunakan 
untuk kegiatan promosi di dalam dan di luar negeri. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2, 
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terdapat tren kenaikan anggaran dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Hasil dari pemanfaatan 
anggaran tersebut juga memiliki hubungan positif dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 yang memperlihatkan tren kenaikan PAD pada 
periode yang sama. 

Tabel 2. Jumlah Anggaran Promosi Kabupaten Banyuwangi per Tahun 

Tahun Anggaran Promosi 

2024 Rp 2.065.257.450  

2023  Rp 2.371.909.500  

2022  Rp 1.735.010.200  

2021  Rp 1.995.245.100  
Sumber: Olahan Peneliti, 2025 

 
Sejalan dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

tersebut, hal ini juga terlihat dari tingkat keterisian kamar penginapan (occupancy rate/OR). 
OR tersebut digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu Indikator 
Kinerja Utama (IKU) yang dibebankan pada aktivitas pariwisata. Sejalan dengan kondisi 
tersebut, OR perlu menjadi perhatian penting dalam penyusunan strategi pengembangan 
pariwisata. Hal ini sebagaimana terlihat pada Tabel 3 yang memperlihatkan bahwa terdapat 
beberapa musim yang ramai pengunjung dan ada yang sepi, sesuai dengan kondisi dan 
musim yang dapat dipetakan sebagai driver. 

 
Tabel 3. Data Tingkat Keterisian Penginapan Kabupaten Banyuwangi 

Bulan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Januari 42,21 51,1 38,53 38,9 46,74 49,81 

Februari 38,84 47,85 37,7 41,94 46,72 53,34 

Maret 43,12 33,88 39,85 47,53 38,2 38,18 

April 42,35 13,22 37,27 44,81 33,86  

Mei 25,32 12,36 37,2 61,01 44,42  

Juni 51,23 29,12 52,21 52,56 65,34  

Juli 52,95 30,73 35,6 57,68 60,33  

Agustus 49,61 44,58 35,04 49,94 57,66  

September 40,14 40,14 42,79 53,33 55,71  

Oktober 52,77 47,88 58,11 56,73 60,39  

November 57,48 53,26 49,57 55,85 53,68  

Desember 59,79 56,7 64,63 62,92 67,95  
Sumber: BPS Kab. Banyuwangi, 2024 

 
Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat okupansi penginapan 

merupakan driver yang menunjukkan pertumbuhan aktivitas ekonomi pariwisata. Namun, 
pertumbuhan tersebut juga memunculkan berbagai tekanan, terutama meningkatnya 
kebutuhan akan infrastruktur pendukung, akomodasi, dan konektivitas antardestinasi. 
Pergeseran preferensi wisatawan ke arah perjalanan berdurasi lebih singkat (short stay 
tourism) dengan harapan memperoleh pengalaman wisata yang maksimal semakin 
meningkatkan kebutuhan terhadap efisiensi mobilitas. Sebagian besar destinasi unggulan di 
Kabupaten Banyuwangi memiliki jarak tempuh yang relatif jauh, dengan waktu perjalanan 
antardestinasi rata-rata sekitar satu jam. Kondisi ini berpotensi menurunkan efisiensi 
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perjalanan wisata, membatasi jumlah destinasi yang dapat dikunjungi, serta memengaruhi 
keputusan wisatawan untuk memperpanjang masa tinggal. 

Tekanan tersebut tercermin pada kondisi sistem pariwisata Banyuwangi, yaitu belum 
optimalnya pemerataan fasilitas akomodasi dan konektivitas di kawasan wisata strategis. 
Meskipun tingkat okupansi hotel menunjukkan tren positif, distribusi penginapan dan 
aksesibilitas antardestinasi masih menjadi tantangan dalam mendukung pola perjalanan 
wisata yang lebih efektif. Promosi dan event tampak menjadi pendorong strategis yang 
berjalan seiring dengan pemulihan kinerja okupansi dan penguatan PAD, tetapi hubungan 
tersebut belum dapat dinyatakan kausal tanpa analisis lebih lanjut yang mengontrol faktor 
musiman, kapasitas akomodasi yang bertambah, serta perbedaan karakter permintaan per 
bulan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu mengubah 
promosi dari sekadar belanja kegiatan menjadi pengukuran ROI promosi yang mengaitkan 
output promosi dengan outcome yang terukur, seperti OR, lama tinggal, belanja wisata, dan 
PAD per segmen pasar serta per musim. Strategi tersebut dapat diarahkan pada pemanfaatan 
bulan/momen low/shoulder season melalui kampanye tematik dan bundling produk. Selain itu, 
perlu dilakukan penguatan promosi digital berbasis data melalui kolaborasi dengan pelaku 
akomodasi/transportasi untuk paket kunjungan. 

 
 

4.2 Pressure 

Pressure adalah tekanan langsung akibat driver, seperti emisi, limbah, ekstraksi sumber 
daya, alih fungsi lahan, atau peningkatan beban layanan publik. Dalam konteks pariwisata 
Kabupaten Banyuwangi yang relatif maju dan agresif, (Haryanto et al., 2025) hal tersebut 
mendorong pertumbuhan destinasi serta konsep event. Pressure menjadi pengantar penting 
untuk menegaskan urgensi riset karena keberhasilan menarik wisatawan dan investasi 
hampir selalu diikuti oleh kenaikan tekanan ekologis dan sosial yang tidak selalu terlihat 
pada awal pertumbuhan.  

Aspek tekanan langsung berupa peningkatan mobilitas menuju kawasan wisata dapat 
memicu kemacetan dan emisi. Sementara itu, pertumbuhan akomodasi dan kuliner 
meningkatkan konsumsi air, energi, serta produksi sampah. Ekspansi ruang pariwisata juga 
berpotensi mendorong alih fungsi lahan di koridor destinasi (Hariyanto, 2023). Pada saat 
yang sama, lonjakan kunjungan wisatawan dan aktivitas event dapat menambah beban 
layanan publik mulai dari kebutuhan sanitasi, penyediaan area parkir, keselamatan, kapasitas 
pengelolaan destinasi, hingga pengelolaan kebersihan objek wisata (Saraswati, 2022). 
Kebutuhan akan desain tata kelola yang lebih adaptif dan berbasis data melalui riset 
pariwisata di Banyuwangi menjadi krusial bukan hanya untuk mempertahankan daya tarik 
dan daya saing, tetapi juga untuk memastikan tekanan yang meningkat dapat dikelola 
melalui kebijakan yang tepat, pembagian manfaat yang lebih adil, serta perlindungan daya 
dukung lingkungan agar keberlanjutan destinasi tetap terjaga. 

Lonjakan kunjungan wisata dan kepadatan aktivitas pada periode puncak menjadi 
bentuk pressure paling nyata di Banyuwangi, terutama pada destinasi unggulan dan pada saat 
kalender event. Pada periode libur Nataru 2024-2025, terdapat sekitar 310 ribu kunjungan. 
Pada skala destinasi, Pantai Pulau Merah tercatat menerima 19.783 wisatawan dan mengalami 
overcrowding pada lokasi pantai yang akses, ruang publik, dan layanan kebersihannya 
terbatas. Di Kawah Ijen, pengelola mencatat kunjungan libur Natal sekitar 15.000 orang 
selama 10 hari, yang menggambarkan tekanan kerumunan yang berpotensi memicu antrean, 
kepadatan jalur trekking, kebisingan, serta beban fasilitas publik seperti toilet, parkir, pos 
layanan, dan keamanan (Humas KSDES, 2025). 
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Pressure berikutnya muncul akibat kemacetan, emisi, serta beban utilitas air dan energi 
yang meningkat seiring meningkatnya kepadatan kunjungan dan tingkat okupansi 
akomodasi sesuai dengan isu strategis yang diangkat dalam Renstra oleh Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata serta Bappeda Kabupaten Banyuwangi (Bappeda Kab Banyuwangi, 2025; 
Disbudpar Kab Banyuwangi, 2025). Beban lalu lintas menuju destinasi juga meningkat tajam 
di jalur menuju Ijen ketika arus kendaraan membludak di jalan yang sempit dan menanjak, 
bahkan memicu kendaraan mogok dan antrean panjang. Secara logis, hal tersebut 
meningkatkan emisi perjalanan serta menambah tekanan terhadap keselamatan dan layanan 
pengaturan lalu lintas. Tingkat okupansi dan arus wisata yang tinggi meningkatkan 
konsumsi air dan energi di hotel dan restoran.  Tekanan utilitas perlu dipetakan berdasarkan 
destinasi dan musim untuk mendukung pengelolaan pariwisata yang adaptif 

Lebih spesifik terkait isu persampahan, anggaran yang dikeluarkan mengalami 
penurunan dari 16,5 M pada 2024 menjadi 13,1 M pada 2025. Sejalan dengan penurunan 
tersebut, kebutuhan pengelolaan persampahan juga meningkat dari 68% menjadi 70% (DLH 
Kab. Banyuwangi, 2026). Isu anggaran ini juga menjadi menarik di saat adanya timbulan 
sampah kiriman dari laut, tekanan terhadap ekosistem pesisir konservasi, serta gejala 
perubahan pemanfaatan lahan. Temuan  Saraswati (2022) yang menunjukkan tren 
peningkatan sampah rata-rata 11,53% per tahun menguatkan bahwa pertumbuhan wisata 
berkorelasi dengan kenaikan beban persampahan, termasuk sampah wisata dan sampah 
kiriman laut. Pada kawasan konservasi seperti Ijen, tekanan kunjungan juga tercermin dari 
kebijakan penutupan sementara untuk evaluasi tahunan pasca periode ramai yang 
mengindikasikan bahwa pengelola perlu mengendalikan intensitas pemanfaatan kawasan 
(Humas KSDES, 2025). 

 
 

4.3 State 

Komponen State menggambarkan kondisi aktual sistem yang terdampak, misalnya 
kualitas air dan udara, tutupan lahan, ketersediaan air, atau kondisi sosial-ekonomi yang 
relevan. Kondisi pariwisata Kabupaten Banyuwangi saat ini menjadi pengantar penting 
untuk menegaskan bahwa keberhasilan pariwisata perlu diimbangi dengan upaya 
memperhatikan kondisi lingkungan dan sosialnya, bukan hanya capaian jumlah kunjungan 
atau promosi. Ketika arus wisata meningkat, kondisi kebersihan pantai dan kawasan wisata, 
kualitas sanitasi, ketersediaan air bersih bagi warga dan pelaku usaha, hingga perubahan 
tutupan lahan pada koridor wisata dapat berubah secara bertahap dan sering kali tidak 
langsung terlihat tanpa pengukuran.  

 
Tabel 4. Kualitas Lingkungan di Kabupaten Banyuwangi 

Indikator ukuran Nilai 

Indeks Kualitas Air 60,16 
Indeks Kualitas Udara 86,72 
Indeks Kualitas Lahan 61,59 

Sumber: DLH Kab. Banyuwangi, 2026 

 
State mencakup kondisi sosial-ekonomi dari isu pariwisata. Kondisi sosial ekonomi di 

Kabupaten Banyuwangi menghadapi tantangan dalam pengembangan pariwisata dari 
berbagai aspek yang terkait. Aspek yang termasuk ke dalam state dalam konteks pariwisata 
di Kabupaten Banyuwangi ini berkaitan dengan sebaran manfaat ekonomi pariwisata, 
kerentanan kelompok tertentu, serta kapasitas layanan publik di kawasan destinasi 
(Disbudpar Kab. Banyuwangi, 2025; Hariyoko, Biadi, et al., 2021). Riset pariwisata di 
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Banyuwangi dibutuhkan untuk memotret indikator state secara sistematis sebagai dasar 
perencanaan dan evaluasi, sehingga pemerintah dapat memastikan kualitas destinasi tetap 
terjaga, mengantisipasi penurunan daya dukung, serta merancang intervensi yang lebih 
presisi agar kemajuan pariwisata berlangsung inklusif dan berkelanjutan. 

Dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, pariwisata dibagi 
menjadi tiga jenis, yaitu wisata alam, wisata budaya, dan atraksi. Ketiga jenis wisata tersebut 
memiliki kondisi dan kebutuhan perlakuan yang berbeda-beda (Suriyankietkaew et al., 2025; 
Tomej & Bilynets, 2024). Proses pengembangan yang dilakukan saat ini juga telah mengarah 
pada keselarasan ketiga jenis wisata tersebut dengan kebijakan dan program Pemerintah 
Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut: 

 
1. Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah 

a. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/202/KEP/429.011/2021 tentang 
Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Banyuwangi. 

b. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/558/kep/429.011/2024 tentang 
Pembentukan dan Penetapan Desa Tematik di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024. 

c. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah 
Kabupaten Banyuwangi. 

d. Ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana penunjang riset dan inovasi di 
Banyuwangi diwujudkan melalui pembangunan lokasi percontohan di sektor 
pertanian, perikanan, dan pariwisata. 

e. Ketersediaan anggaran daerah untuk riset dan inovasi di Banyuwangi direalisasikan 
melalui alokasi APBD yang mendukung program penelitian, peningkatan kapasitas 
SDM, penyelenggaraan event inovasi, serta fasilitasi kolaborasi dengan perguruan 
tinggi. 

f. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana 
Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi 

g. Dinas Kebudayaan yang memfasilitasi penyelenggaraan seni budaya (jumlah kegiatan 
terukur IKU mencapai lebih dari 10 event) 

h. Anggaran yang berkaitan dengan riset dan inovasi dalam pariwisata budaya sudah 
ada, meskipun hanya untuk satu kegiatan riset. 

i. Belum terdapat regulasi khusus untuk pengembangan riset dan inovasi pariwisata 
buatan.  

j. Memiliki beberapa objek wisata buatan seperti Taman Sritanjung, Pantai Boom, 
Taman Gandrung Terakota, Selo Aji Water Park, dan Rembangan, namun belum ada 
fasilitas riset atau pusat inovasi terkait. 
 

2. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi 
a. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/869/kep/429.011/2024 tentang Tim 

Pengelola Inovasi. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi di 
Banyuwangi dibangun melalui penguatan institusi daerah, peningkatan kualitas 
sumber daya manusia, serta sistem informasi digital, disertai dukungan regulasi, 
jejaring kolaborasi, dan pendanaan berkelanjutan untuk memastikan hasil riset dapat 
diimplementasikan secara efektif bagi pembangunan daerah. 

b. Belum terbentuk tim kerja atau forum lintas sektor yang secara aktif menjalankan riset 
dan inovasi di sektor budaya dan buatan di tingkat daerah (Kab. Banyuwangi, 2025). 
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3. Kemitraan riset dan inovasi  
a. Kerja sama riset dan inovasi antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan 

sektor swasta, industri lokal, maupun perguruan tinggi selama ini dilaksanakan 
melalui pengembangan desa wisata, penerapan teknologi digital pariwisata, 
penguatan UMKM kreatif, pengolahan potensi kelautan dan pertanian secara inovatif, 
hingga penyelenggaraan festival dan konferensi bersama yang mendorong hilirisasi 
hasil riset untuk mendukung daya saing pariwisata dan ekonomi daerah (Kab. 
Banyuwangi, 2025). 

b. Kolaborasi riset budaya antara pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta 
belum terstruktur dan cenderung bersifat insidental. 

c. Saat ini kerja sama lebih bersifat operasional (pengelolaan wahana) dan belum 
berbasis riset atau inovasi bersama industri lokal seperti pengembang wahana air. 
 

4. Budaya riset dan inovasi 
a. Budaya riset dan inovasi Banyuwangi terhadap perkembangan pariwisata 

diwujudkan dengan mengintegrasikan hasil penelitian dan kreativitas lokal dalam 
pengelolaan destinasi, pengembangan produk wisata, pemanfaatan teknologi digital, 
serta penerapan konsep pariwisata berkelanjutan yang selaras dengan tren global. 

b. Kegiatan promosi budaya difokuskan pada festival seperti "Seblang" dan "Gandrung 
Sewu", namun belum dikaitkan secara langsung dengan hasil riset dan inovasi. 

c. Pemanfaatan teknologi digital belum optimal dalam melakukan promosi wisata (Kab. 
Banyuwangi, 2025). 
 

5. Keterpaduan riset dan inovasi di daerah 
a. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengintegrasikan pariwisata dengan riset dan 

inovasi. Format acaranya berupa festival, konferensi, hackathon, pameran, dan expo. 
Lokasinya bisa direkomendasikan di destinasi wisata. 

b. Tidak ditemukan data adanya event khusus riset dan inovasi wisata buatan dan 
budaya, dan belum menjadi bagian terintegrasi dalam kalender tahunan pariwisata. 
 

6. Penyelarasan dengan perkembangan global 
a. Penyelarasan pariwisata Banyuwangi dengan perkembangan global pada 

pelaksanaan riset dan inovasi diwujudkan melalui pengembangan pariwisata 
berkelanjutan, digitalisasi destinasi, ekowisata bahari, pelestarian budaya, wisata 
kesehatan, serta adaptasi perubahan iklim menuju net zero tourism. 

b. Implementasi riset budaya yang mengacu pada standar global seperti UNESCO 
Intangible Cultural Heritage masih belum terintegrasi dalam perencanaan daerah. 

c. Belum diterapkan sertifikasi standar global seperti ISO (International Organization for 
Standardization) atau standar BTMB wisata buatan (Kab. Banyuwangi, 2025). 
 
Riset dan inovasi pariwisata buatan di Kabupaten Banyuwangi masih menghadapi 

hambatan mendasar pada seluruh dimensi kunci tata kelola inovasi. Ketiadaan regulasi 
tematik menyebabkan arah pengembangan riset tidak memiliki pijakan yang jelas dan 
keterbatasan infrastruktur riset membuat proses perancangan, uji coba, dan standardisasi 
inovasi berjalan sporadis. Selain itu, kurangnya promosi digital berbasis teknologi imersif 
menurunkan kemampuan destinasi wisata buatan untuk membangun pengalaman, 
diferensiasi, dan daya saing pasar. Destinasi wisata buatan yang telah tumbuh, namun di sisi 
lain masih menghadapi rendahnya dukungan kelembagaan, anggaran, serta minimnya 
kolaborasi riset, menunjukkan bahwa perkembangan tersebut belum ditopang oleh ekosistem 
inovasi yang matang (DLH Kab. Banyuwangi, 2026). 
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Temuan ini menjadi dasar yang kuat untuk mendorong inovasi kebijakan dan 
perbaikan proses penerapannya oleh pemerintah daerah agar riset tidak berhenti sebagai 
wacana, tetapi menjadi instrumen pembangunan yang terukur. Pemerintah perlu 
membangun kerangka kebijakan riset pariwisata buatan yang menata mandat, peran 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta skema pendanaan dan kemitraan; sekaligus 
membentuk atau memperkuat kelembagaan penggerak riset dan inovasi daerah yang 
memastikan riset berjalan secara berkelanjutan. Dalam kerangka implementasi, penting 
untuk mengintegrasikan standar global berupa keselamatan wahana, kualitas layanan, dan 
keberlanjutan, serta mendorong event inovatif yang berfungsi sebagai ruang uji (living lab) 
untuk prototipe, teknologi pengalaman, dan model bisnis baru. Banyuwangi dapat 
memperkuat posisi wisata buatan tidak hanya sebagai pelengkap destinasi alam dan budaya, 
tetapi juga sebagai sektor kompetitif yang mampu bersaing di level nasional maupun 
internasional (Bappeda Kab. Banyuwangi, 2025). 

Agar kegiatan riset benar-benar dapat dilakukan dan dimanfaatkan pemerintah secara 
terukur, proses implementasi kebijakan perlu dirancang sebagai siklus evidence-based policy 
yang jelas, dimulai dari perencanaan riset, diseminasi, adopsi kebijakan/program, dan 
evaluasi kinerja. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat menetapkan indikator kinerja 
yang menghubungkan output riset, seperti jumlah kajian, prototipe desain wahana, standar 
layanan, dan peta pasar, dengan outcome terukur berupa peningkatan kepuasan wisatawan, 
lama tinggal, dan belanja wisata; penurunan keluhan layanan; efisiensi pengelolaan 
sampah/energi; serta peningkatan keselamatan. Mekanisme knowledge management dapat 
dilakukan melalui repositori riset daerah, forum rutin pemerintah–akademisi–swasta, dan 
panduan adopsi hasil riset agar setiap temuan dapat diterjemahkan menjadi Standard 
Operating Procedure (SOP), regulasi teknis, atau program intervensi. Dengan pendekatan ini, 
riset yang dihasilkan oleh siapa pun mengenai pariwisata di Kabupaten Banyuwangi tidak 
hanya menghasilkan dokumen, tetapi menjadi alat pengambilan keputusan yang 
memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengelola 
pariwisata buatan secara berkelanjutan (Kab. Banyuwangi, 2025). 

 
 

4.4 Impact 

Impact adalah dampak lanjutan terhadap kesejahteraan, kesehatan, ekonomi, dan 
fungsi ekosistem, seperti peningkatan risiko penyakit, kerugian ekonomi, penurunan 
produktivitas, atau peningkatan kerentanan terhadap bencana. Pariwisata Kabupaten 
Banyuwangi, sebagai daerah yang relatif maju dan terus mendorong pertumbuhan 
kunjungan yang termuat secara eksplisit sebagai Indikator Kinerja Utama dari Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, impact menjadi pengantar penting 
untuk menegaskan bahwa keberhasilan pariwisata tidak hanya diukur dari ramainya 
destinasi atau bertambahnya event yang diagendakan setiap tahun, dengan target 85 kegiatan 
pada tahun 2026, meningkat dari 80 kegiatan pada tahun sebelumnya (DLH Kab. 
Banyuwangi, 2026), tetapi juga dari konsekuensi yang muncul bagi warga dan lingkungan. 
Ketika tekanan pariwisata tidak dikelola dengan baik, dampaknya dapat terlihat pada 
penurunan kualitas lingkungan, seperti sanitasi dan sampah yang ada di tempat wisata atau 
pada momen wisata (DLH Kab. Banyuwangi, 2025). Hal tersebut dapat menurunkan kualitas 
pengalaman wisata yang berujung pada kerugian ekonomi pelaku lokal hingga degradasi 
ekosistem yang melemahkan daya tarik destinasi dalam jangka panjang.  

Pada wilayah dengan karakter alam yang kuat seperti Banyuwangi, dampak juga 
dapat berkaitan dengan peningkatan risiko keselamatan dan bencana yang pada akhirnya 
memengaruhi citra destinasi serta biaya penanganan pemerintah (Kab. Banyuwangi, 2025). 
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Riset pariwisata di Banyuwangi dibutuhkan untuk mengukur dan memetakan dampak 
berbasis data, sehingga pemerintah dapat merancang respons yang lebih tepat untuk menjaga 
kualitas hidup warga, melindungi ekosistem, dan memastikan pariwisata tetap menjadi 
motor pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan (Kab. Banyuwangi, 2025). Riset dapat 
digunakan untuk memberikan solusi dan mengembangkan penyelesaian masalah yang 
relevan dengan isu pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. 

Dampak lanjutan pariwisata tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga 
kesejahteraan sosial, kesehatan, dan fungsi ekosistem. Dalam konteks Banyuwangi yang 
relatif sudah maju dan terus mendorong pertumbuhan kunjungan, perspektif impact penting 
untuk menempatkan keberhasilan pariwisata secara lebih komprehensif. Pariwisata dapat 
menghasilkan dampak ekonomi positif seperti peningkatan pendapatan UMKM, 
bertambahnya kesempatan kerja lokal, penguatan PAD/retribusi, serta potensi peningkatan 
lama tinggal wisatawan yang memperluas perputaran ekonomi (Bappeda Kabupaten 
Banyuwangi, 2025). Investasi juga diperkirakan naik setiap tahunnya sekitar 26 miliar rupiah 
per tahun yang menyasar sektor pendukung pariwisata (DLH Kab. Banyuwangi, 2025). 
Manfaat ekonomi tersebut sering kali tidak merata secara otomatis apabila tidak ada tata 
kelola yang kuat. Pertumbuhan dapat memunculkan ketimpangan antarwilayah dan 
antaraktor, terutama jika aktivitas ekonomi terkonsentrasi pada koridor tertentu atau 
didominasi oleh pelaku bermodal besar (Kab. Banyuwangi, 2025). 

Tekanan pariwisata yang tidak terkelola dapat menurunkan kualitas lingkungan dan 
pengalaman wisata, sekaligus meningkatkan risiko sosial dan keselamatan seperti yang 
sudah dipetakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi (DLH Kab. 
Banyuwangi, 2025). Timbulan sampah, sanitasi yang tidak memadai, atau kepadatan berlebih 
dapat menurunkan kenyamanan, mengurangi kepuasan atau loyalitas wisatawan, dan pada 
akhirnya menurunkan pendapatan pelaku lokal karena citra destinasi melemah. Dampak 
lingkungan juga dapat berupa degradasi habitat dan penurunan daya dukung ekosistem 
pesisir, hutan, terumbu, dan kawasan konservasi yang justru menjadi basis daya tarik 
Banyuwangi dalam jangka panjang (Bappeda Kabupaten Banyuwangi, 2025). Kondisi 
tersebut dapat meningkatkan biaya pemulihan dan mengurangi daya saing destinasi. Pada 
aspek sosial-budaya, ekspansi pariwisata berpotensi memicu konflik ruang, kenaikan harga 
lahan, serta perubahan budaya menuju komodifikasi yang dapat menggeser praktik lokal dan 
relasi antarkomunitas.  

Pada wilayah dengan karakter wisata alam yang kuat, impact juga melekat pada risiko 
keselamatan berupa kecelakaan aktivitas alam, kepadatan jalur, dan cuaca ekstrem yang 
berimplikasi pada reputasi destinasi dan biaya penanganan pemerintah. Karena itu, riset 
pariwisata Banyuwangi perlu mengukur dan memetakan impact berbasis data agar respons 
kebijakan dapat lebih presisi dalam menjaga kualitas hidup warga, melindungi ekosistem, 
serta memastikan pertumbuhan pariwisata berlangsung inklusif dan berkelanjutan (Kab. 
Banyuwangi, 2025; Kurniawan et al., 2026). 

 
 

4.5 Response 

Response adalah tindakan intervensi berupa regulasi, insentif, penegakan, inovasi 
layanan, edukasi publik, dan penguatan kelembagaan yang diarahkan untuk memutus rantai 
masalah pada satu atau beberapa komponen. Kabupaten Banyuwangi, yang sektor wisatanya 
sudah matang dan menjadi rujukan pengembangan destinasi, dapat digunakan untuk 
menegaskan bahwa kemajuan pariwisata membutuhkan tata kelola yang semakin presisi, 
adaptif, dan berbasis bukti. Pertumbuhan wisata memunculkan perubahan kondisi. Kapasitas 
pemerintah daerah tidak cukup hanya untuk mempromosikan dan menyelenggarakan event, 
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tetapi juga harus mampu merancang respons yang mengarahkan pertumbuhan agar tetap 
terkendali dan berkelanjutan. 

Peran riset tentang pariwisata dapat membantu mengidentifikasi respons mana yang 
paling efektif untuk pengaturan daya dukung dan zonasi, penguatan sistem persampahan 
dan sanitasi, standar hijau bagi akomodasi, manajemen transportasi dan parkir, hingga skema 
bagi hasil yang lebih adil bagi komunitas lokal. Hasil dari riset yang kuat dapat digunakan 
untuk menjaga kualitas destinasi, meningkatkan akuntabilitas kebijakan, dan memastikan 
bahwa intervensi pemerintah benar-benar menjawab akar masalah, bukan sekadar 
merespons gejala sesaat. 

 

Tabel 4. Matriks Analisis DPSIR Riset Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi 
Elemen 
DPSIR 

Konteks Spesifik 
Banyuwangi 

Isu Riset Pengembangan Pariwisata 
Aktor dan Sumber Data 

yang Lazim 
Driver 
(Penggerak) 

Citra Kabupaten 
Banyuwangi sebagai 
tujuan wisata yang 
sudah matang dan 
akan naik ke tingkat 
internasional 

1. Peningkatan anggaran promosi/event 
2. Pertumbuhan akomodasi & homestay 
3. Pertumbuhan investasi pariwisata 
4. Perubahan preferensi wisatawan 

(experience-based tourism) 

Disbudpar, Bappeda, 
BPS, asosiasi pelaku 
usaha (PHRI/ASITA), 
desa/kelompok sadar 
wisata 

Pressure 
(Tekanan) 

Lonjakan kunjungan 
ke Kawah Ijen, 
Bangsring, Pulau 
Merah, serta event 
besar yang 
menimbulkan 
tekanan fisik–sosial 

1. Overcrowding pada momen high season 
liburan 

2. Kemacetan dan emisi menuju destinasi 
3. Timbulan sampah di pantai/spot wisata 
4. Peningkatan konsumsi air & energi 

hotel/restoran  
5. Tekanan pada ekosistem pesisir pantai, 

terumbu karang, mangrove, hutan, dan  
6. Alih fungsi lahan di kawasan dan 

lingkungan wisata 
7. Event pressure seperti kerumunan, 

kebisingan, beban fasilitas publik 

Disbudpar, Dishub, 
DLH, PDAM/PLN, 
pengelola kawasan 
Taman Nasional, 
BBKSDA, Perhutani, 
desa/pokdarwis, 
pelaku usaha 

State 
(Kondisi) 

Perubahan kondisi 
destinasi & kualitas 
layanan akibat 
perkembangan global 

1. Kebijakan dan infrastruktur riset dan 
inovasi di daerah  

2. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung 
riset dan inovasi 

3. Kemitraan riset dan inovasi 
4. Budaya riset dan inovasi 
5. Keterpaduan riset dan inovasi di daerah 
6. Penyelarasan dengan perkembangan 

global 

DLH, pengelola 
kawasan wisata dan 
konservasi, Bappeda, 
Disbudpar, survei 
wisatawan, data 
pengaduan 

Impact 
(Dampak) 

Dampak ekonomi 
positif sering muncul 
bersamaan dengan 
risiko sosial-
lingkungan dan 
ketimpangan 
manfaat 

1. Peningkatan ekonomi: pendapatan 
UMKM, kerja lokal, PAD/retribusi, lama 
tinggal 

2. Sosial: ketimpangan antarwilayah/aktor, 
konflik ruang, perubahan budaya 
(komodifikasi), kenaikan harga lahan 

3. Lingkungan: degradasi habitat, penurunan 
daya dukung 

4. Kualitas pengalaman: penurunan 
kepuasan/loyalitas bila overcrowded/kotor 

5. Risiko keselamatan (kecelakaan aktivitas 
alam) 

BPS, Disbudpar, 
Bapenda, survei rumah 
tangga/UMKM, 
wawancara komunitas, 
data kesehatan, data 
keamanan 

Response 
(Respons) 

Kebijakan & tata 
kelola untuk 
menyeimbangkan 
pertumbuhan wisata 
dengan keberlanjutan 
dan pemerataan 

1. Penetapan carrying capacity dan 
manajemen kuota/slot waktu 

2. Zonasi kawasan & penertiban bangunan 
3. Penguatan sistem persampahan destinasi, 

seperti TPS3R, bank sampah, larangan 
plastik  

Pemkab lintas OPD 
(Disbudpar–DLH–
Dishub–Satpol PP), 
pengelola konservasi, 
pengelola wisata, 
pengelola penginapan, 
desa/pokdarwis, 
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Elemen 
DPSIR 

Konteks Spesifik 
Banyuwangi 

Isu Riset Pengembangan Pariwisata 
Aktor dan Sumber Data 

yang Lazim 
4. Pengaturan transportasi & parkir; edukasi 

wisatawan 
5. Penguatan CBT/desa wisata & skema bagi 

hasil 
6. Monitoring rutin 

pelaku usaha, 
komunitas, akademisi 

Sumber: Analisis Peneliti, 2025 

 
 
5. PENUTUP 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pariwisata Banyuwangi yang 
didorong oleh penguatan citra destinasi, penyelenggaraan berbagai event, peningkatan 
kapasitas akomodasi, masuknya investasi, serta perubahan preferensi wisatawan telah 
menjadi driver yang mampu meningkatkan aktivitas dan daya saing sektor pariwisata. 
Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai tekanan pada destinasi 
unggulan seperti Kawah Ijen, Bangsring Underwater, dan Pantai Pulau Merah, antara lain 
berupa overcrowding pada musim liburan, kemacetan lalu lintas, peningkatan emisi, serta 
meningkatnya timbulan sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan 
pengembangan pariwisata tidak dapat diukur hanya dari peningkatan jumlah kunjungan 
wisatawan, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan destinasi dalam menjaga 
kualitas lingkungan, sosial, dan tata kelola. 

Dalam perspektif DPSIR, tekanan tersebut perlu dipahami melalui penelitian yang 
mampu menggambarkan state destinasi secara komprehensif. Penelitian tidak hanya 
berfungsi untuk mengukur kondisi fisik, seperti kebersihan, sanitasi, daya dukung kawasan, 
dan kualitas layanan, tetapi juga untuk mengevaluasi kapasitas kebijakan, kelembagaan, 
kemitraan, pelestarian budaya, serta ekosistem riset dan inovasi. Meskipun Banyuwangi telah 
menunjukkan perkembangan yang baik pada berbagai indikator pembangunan pariwisata, 
masih terdapat kesenjangan dalam aspek riset dan inovasi, khususnya dalam pengembangan 
wisata buatan dan wisata budaya. Kesenjangan tersebut mengakibatkan pengambilan 
keputusan sering kali belum sepenuhnya didasarkan pada bukti empiris yang mencerminkan 
kondisi aktual destinasi. 

Apabila kondisi tersebut tidak didukung oleh hasil penelitian yang memadai, maka 
impact pengembangan pariwisata berpotensi bergeser dari manfaat ekonomi, seperti 
meningkatnya pendapatan UMKM, terbukanya lapangan kerja, bertambahnya Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), dan meningkatnya lama tinggal wisatawan menjadi berbagai 
konsekuensi negatif berupa ketimpangan ekonomi, konflik pemanfaatan ruang, komodifikasi 
budaya, degradasi lingkungan, menurunnya kepuasan wisatawan, hingga meningkatnya 
risiko keselamatan. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu diposisikan sebagai landasan 
utama dalam merancang responses atau kebijakan pengembangan pariwisata. Bukti empiris 
yang dihasilkan penelitian dapat dimanfaatkan untuk menetapkan daya dukung destinasi, 
menyusun zonasi wisata, memperkuat sistem pengelolaan persampahan, menerapkan 
standar pariwisata hijau, mengembangkan manajemen transportasi, serta menyusun 
indikator kinerja yang memungkinkan setiap kebijakan dievaluasi dan disempurnakan secara 
berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada produksi pengetahuan, 
tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pengembangan pariwisata 
Banyuwangi yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis bukti (evidence-based tourism 
development). 
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